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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang - .. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000
Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf I tentang Kewenangz Pemerintah
dan Kewenmxgan Propinsi sebagai Daerah Otonem, Kriteria dan

- Standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pﬂmunqut'm
hasil hulan menjach kewenangan Pemermtah Dazrah.

-, bahwa seh_ublmgan dengan hnl tersebut pada butir ¢, maka perlu
untuk  menetapkan tentang Pedoman Pemberian lzin  Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hute  pada Hutan
Produksi Alam.

c. bahwa untuk pedoman pemberian izin ueaha pem:nfaatan hasil
hutan dan izin pemungutan hasil hutan pada hutan | roduksi alam
dalam Wilayah Kabupaten RoLan Hulu perlu dite-apkan dalam
snatn Peratnran Daerah,

p—

. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ¢0, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan -
Kevangan antara Pemerintah Pusat dan Daerab {(Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang — undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3388);

Mengingat

I. Undang-undang Nomor 53 Tahun 19994. tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawsn, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Fabupaten Karimun, Kabuputen Natmna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tamb'ah'm Lﬂmb'u an Negara Nomor
3902);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1877 tentang Perencanaan
Hutan ;

6. Peraturan Pemérintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahzan
Hutan pada Hutan Produksi :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah Otonom: 2

8. Keputuisan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang
bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomer @ 05. 1/Epts-I 2600 tentang
. Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfantan Husil Hutan dan
Perizinan Pemnngutan Hasil Hutan pada Hutan Produks: Alam :

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24. 0 1 tanggal 29

Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan 3upati Rokan
Hulu;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN dULU

Menetapkan

. MEMUTUSKAN :

: PFRATURAN .DAERAH KABUPATEN ROK N HULU

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN  USAHA
"EMANFAATAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEN [UNGUTAN

+JASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM.

BABI
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Perature 1 ini yang dimaksud dengan :
a  Daerah adal h Kabupaten Rokan Hulu,

&

Pemerintah 1)aerah adalah Pemerintah Daerah Eabupaten Rokan Hulu.

1

¢. Kepala Dae: ah adalah Bupati Rokan Hulu.

d. Dinas Kehut nan adalah Dinas Kehutnﬁm Kabupaten Rokan Hulu.

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hulu.
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f Kas Dacrah adaish Kas Daeriah Kabupaten Rokan Hulu,

8 Kawasan Hutan Produksi adalzh Kawasan hﬁtan yﬁng mempuny:i fungsi pokok
~ memproduksi hasil hutan, o ‘

~h. Pemanfaatan Hasil Hutan adalzh suatu usaha yeng dilaksanakan di dalam kawasan

Hutan Produksi untuk menghasilkan hasil hatan kayu dan bukan kayu,

.7 Pemungutan VI-Iasil Hutan adalah suatu kegiatah rﬁenmungut hasil tmtan kayn dan
~ bukan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi. - '

J. Masyarakat setempat adalah kelompok - kelompok masyarakat Warga Negara
Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dap y1g memiliki
ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, j.2samaan mata
pencaliarian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, ke:lelatan tempat
tinggal be:ssama dan faktor ikatan kemunitas lainnya.

k. Perorangen adalah orang perorangan anggota masyarakat setempat yang cakap
bertindak nenarut hukem dan Warga Negara Indonesia.

I Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang a'au badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yan: melandaskan
kegiatan | ada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonor i rakyat yang
berdasar ¢:as azas kekeluargaan.

m. BUMN acalah Badan Usaha Milik Negara yang.memperoleh jin u aha di bidang
Kehutanan _

n. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh ijin u aha di bidang
Kehutanan

0. DUMS ad:lah perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan erbatas yang
memperol:h ijin usaha di bidang Kehutanan,

p. IUPHHK gdalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

q. IUPHHBK adaish Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bulan Kayu.
r. IPHHK adalah Izin Pemungutan Hasil hutan Kayn, -

s. IPHFHBK acalsh Izin Pemungutan Hasil Hutan Buksm Kayu.

BABI -
TUJUAN

Pasal 2

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan bertujuan
untuk menghasilkan produk utama berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu guna
memenuhi  kebutwhan masyarakat dan bahan bakn  industei perkayuan  dan
- meninglatkan  kualitas lingkungan melalui kegiatan reboisasi dan memperluas
kesempatan beerju dan berusaha bagi masyarakat khususnya masyarukat di sekitar

dan atau di dalum kawasan hutan,
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BAB IIT
- KRITERIA ARFAL

Pasal 3

Areal hutan yang dapat dimohon untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Futan dan Izin
Pemungutan Hasil Ilutan adalah ;

a Dilaksanakan pada huten produksi alam yang memiliki fungsi Hv an Produksi,
Hutan Produksi Terbatas atan Hutan Produksi yang dapat di konversi.
b. Tidak dibebani HPH atau hak-hak Izin dibidang Kehutanan. '

c. Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga.

BABIV
STANDAR LUAS ARFAL

Pasal 4

(1). Standar Luas Areal untnk Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu

(TUPHHE ) adalah :

a Luas riaksimal sebesar 50.000 (lima puluh nbu) hektar untuk seriap pemohon
izin delam 1 (satu) propinsi.

b. Luas maksimal sebesar 400.000 (empat ratus ribu) hektar untuk setiap
pemol n izin dalam wilayah Indonesia. |

c. Setia, perusahaan dapat memlhkl maksimum 2 (dua) izin pen:nfaatan hasil
hutan dalam 1 (sntu) propinsi.

(2). Standar ' uas Areal untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutar Bukan Kayu
(IUPHHE K adalah :
a Luag 1naksimal sebesar 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap jemochon izin
dalam 1 (satu) propinsi.
b. Luas raaksimal sebesar 20,000 (dua pquh l"lb‘l) hektar untuk s« tiap pemohon
izin dzlam wilayah Indonesia.

(3). Standar juas Areal untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ([PHHK)
dan Izin ] emungutan Hasil Hutan Bukar Kayu (TPHHBK) adalah :
a. Luas arez| maksimal sebesar 100 (seratus) hektar.
b. Untuk setiap pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan maksimal 5 (lima)
buah 1zin dalam satu kabupaten.

BABV
JENIS USAHA

Pasal 5

(]) Jenis Izm Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Knyu (TUPHHK) dan Izin Pemungutan

Hasil Hutan (]P‘-IHK) mehputl ¢ kayu tegakan dengan batas diameter yang
diperbolehkan, ar

(2) Jenis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan izin.
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) meliputi : rotan, sagu, getah-
getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, buah/biji dan nipah,
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Pasal 8 .1-

(1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (fUPHHK) diberikan untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, :

(2) Lzin Usaha Pemanfantan Hasil Hutan Bukan Kayn (IUPHHBK) ¢ iberikan untul
Jangka waktu 5 (lima) tahun, ‘ . ,

(3) Izin Pemnungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, |

Pasal 9

Atas Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK ) dan izin. Pe;, wungutan
hasil hutan bukan kayu ( IPHEBK ) di pungut Retribusi sebesar Rp. 100.¢0,-/ Ha

BAB VII
HAKDAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

(1) Pemegan; Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil
Hutan me npunyai hak sebagai berikut :

- 8 Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha yang beri:aitan dengan |
izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izig Pemungutan Hasil 1 futan,
b. Melakukan penebangan, pemanenan, pemungutan, pengelolaan dan atay

. Pemararan atas jenis usaha yang telah dicantumkan dalam rencar 1 kerja.
¢.  Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah,

(2) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayn (IUP: [HK) wajib
membuat rencana kerja [UPHHEK dengan berpedomam pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang terdiri aias ;

8. Rencona kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD) yang disyahkan oleh Bupati
Rokan Hulu.

b. Rencena kerja Lima Tahun (RKL) yang disyahkan oleh Bupati Rokan
Hulu,

¢. Rencena kerja tahunan (RKT) yang disyahkan oleh Pinas Kehutanan
Rokap Helu "l '

{3) Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huten Bukan Kayu (IUPHHBK) wajib
membuat 12ncana kerja TUPHHBK dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkam oleh Menteri Kehntanan yang terdiri atas :

a Rencana kexja Lima Tahunan (RKL) yang disyahkan oleh Bupati .
b. RencanaKerja Tahunan (RKT) yang disyahkan oleh Bupati.

(4) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) wajib  membuat rencana kerja
IPHHK/IPEHBK 1 (satu) tahun yang disyahkan oleh Dinas Kehutanan,

(5) Membuat sarana dan prasarana cdalam kegiatén usaha pe.uianfaatml hasil hutan
dan pemunguitan hasil hutan, .
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(6) Melaksanakan pengayaan dan penanaman yang didasarkan pada Inventarisasi
Tegakan Tinggal (ITT) dan digambarkan dalam bentuk Petz skala 1 : 1.000 serta
pada bekas Tpn, jalan saraa, tansh kosong atau non produktif lainnya.

(7) Melakukan kegiafan'_. penlelihm'm terhadap tanaman baru hosil kegiatan
- pengayaan. dan penanaman secara terus menerus dan bisn  dibultikan
keberhasilannya. ' ' -

(8) Melakukan pengamanan terhadap areal hutan yang diusahakar berikut dari
kebakaran Hutan manpun masuknya Perambah hutan yang dilaks: nakan secara
terus menerus. | '

(9) Melakukan kegiatah pemberdayaan masyarakat didalam maup un  disekitar
hutan.

(10) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu {IUPHHK) dan Izii Pemungutan
Hasil Huten Kayu (IPHHK) ditnanfaatkan untuk industri peng »lahan milik
sendiri at:zu dijual kepada perusahaan lain di dalam negert.

(11) Membuat laporan hasil kegiatan pemenfastan hasil hutan dan penvingutan hasil
hutan baik itu laperan bulanan, triwulan maupun tahunan, '

(12) Pemegan; izin wajib membayar Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) «ian Dana Reboisasi serta pungutan resmi lainnya yang di*etapkan oleh
Pemerintch Daerah terhadap hasil dari produksi usaha pemantaat: 1 hasil hutan
dan pernu igutan hasil hutan,

(13) Mentaati segala ketentuan yang berlakn dibidang kehutanan ses ai peraturan
yang berl: ku.

PENGANGKUTANHASIL HUTAN

Pasal 11

(1) Pengangkv'an Hasil Hutan dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan
Izin Pemungutan Hasil Hutan ke tempat tujuan, baik dalam Wilayah Kabupaten
Rokan Hulu maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu harus menggunakan
dokumen yang sah. '

(2) Dokumen surat Angkutan Hasil Hulan yang sah adalah dokumen surat angkutan
yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan yang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas Kelwtanan dan atan Pejabat yang ditunjuk oleh yang berwenang dan
dibubuhi Cap Dinas Kehutanan. ' P '
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BABIX
PUNGUTAN

- DPasal 12

(1) Untuk kewajiban Iuran Kehutanan PSDH dan DR disetor oleh pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutar ke Rekening
Departernen Kehutanan. o i

(2) Untuk pungutan resmi lainnya dipungut oleh juru pungut Dinas ¥ elutanan dan
kemudian disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

(3) Kewajiban pungutan resmi lainnya dilunasi oleh pemegang Izin pada ‘waktu
pengambilan dokumen.

(4) Juru pungut Dinas Kehutanan wajib menyetorkan ke BKP DISPENT A Kabupaten
Rokan Hulu selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) buian berik utuya.

BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran atas Izin Usaha Pemanfastan Hasil Hutan dan Izin Pemunguten Hasil
Hutan pada Huten Produksi Alam diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun
sanksi adminis ratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutaan dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang berlaku.

BABXI
HAPUSNYA IZIN

Pasal 14

(1) Izin Usal 1 Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan hapus
karena : o ‘
a. Jangk:: waktu yang diberikan telah berakhir, _ N
b. Diser:hkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlaku Izin berakhir.
¢. Dicabtt karena pemegang Izin melanggar ketentuan peraturan Perundang-
- undan an yang berlaku, - : '

(2) Hapusaya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan keawajiban pemegang
Lzinuntuk = s | v |

«. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban
lainny . yang ditetapkan oleh Pemerintah,

b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik
pemegng izin/perusahaan apabila pemegang izin/perusahaan belum
memer.uhi kewajiban kepada pemerintah. ‘

¢. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan clalam rangka
berakl imya Izin sesuai dengan ketentuanm yang berlaku. :
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(3) Padu saat hapusnya Izin sebayaimana dimaksitd ayat (1) maka :
a. Sarand dan p!'dSElrdI]d serta tanaman yang telah d:banguv dalam areal

kerjanya men]adx milik negara,

b. Dana jaminan kinetja digunakan untuk merghﬁbilifaﬁi bekas areal kerjanya.

(4) Pemerintah dibebaskan dari tangguhg jawab ymlg meujadi. beban bédml usaha

afan percrangan dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X1I
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Peraturan Dz orah ini merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan ¢ leh pemegang
izin dalam 1elaksanakan kegiatan usaha pemmlfaatml hasil hutan dea pemungutan
hasil hutan de!am duerah Kabupat n Rokan Hulu,

KETI'E[\ITUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Usaha Yemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan yang

diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir
masa berlakunya Izin dimaksud,

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Dengan diietapkannya Peraturan Daersh ini,‘ maka Peraturan Daerah Lain yéng

' mengalﬁr tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Penﬁmfaafan Hasil Hutan dan
Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Futan Produksi Alam yang terbit sebelum
Peraturan Daerah ini dlberlaluﬂcan dinyatakan dicabut dan tidak berlalu lagi.

(2) Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenaf
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diﬁndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahken pengundangan
¥ o | Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalain Lembaran Daer:th Kabupaten
Rokan Hulu.

Ditetapkandi  Pasir Pe.garayan
Padatanggal 14 Jamuwi 2002

BUPATI ROKAINHU! X,
ttd

H RAMLANZAS, SE

Diundang kan di Pasir Pengarayan
Pada te iggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS <{ABUPATENROKANRULU

e K4 <.

ttd

Drs.HL SYAR FUDDIN NASUTION, MM
* Pembina Utz na Muda Nip. 420 003 349
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